]
‘&

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

pks Parkantoran Arfai Ti 212680 Fax 212680

Nomor :

Lamp.
Perihal :

Kepadsa °
032/ 4% IGPB2017 Yth. BupatiWalikota

- 1 (satu) rangkap Se-Provinsi Papua Barat

Pelaporan DBH MIGAS Otsus
Tahun 2016. di-

Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang

Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus kepada
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat maka disampaikan kepada
Bupati/Walikota untuk melaporkan penggunaan DBH MIGAS Otonomi Khusus vang
diterima Tahun Anggaran 2016 paling lambat minggu ketiga bulan Februari Tahun
2017.

Laporan dimaksud disampaikan kepada Gubemnur Papua Barat Cq. Kepala
Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy sebagaimana
pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Manokwari, 23 Januar 2017

" Drs. NATANIEL D.MANDACAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP, 10821111 19803 1 028

T gan

1. Gubemur Papua Bara,

2. Dirpktur Dana Peambangan Kemenltenal Reuangan Republik IndQnssia oi Jakans,

3. Kepala BPKADYDPPKAD/Bagian Keuangan KabvKota Se-Papua Barat di Iﬂ{ﬂ,ﬂﬂf{ w
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pendapatan/Badan Pelayanan Pajak dan Refrnibusi

Kabikoia Se-Fapua Barat.



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGHKA OTONCMI
KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

e =

3

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b
angka 4 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
o001 tentang Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papusa
sehagaimana telah diulah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 tentang Penclapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Uncang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang - Undang Nomor 21 Tohun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagl Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang, ks perft menetapkan alokasi Tlana
Bagi Hasil Sumber Dayza Alam Perlambangan Minyak Bumi
dan CGas Bumi secara Proporsional;

bahwa untuk meningkatkan cfisiensi, efektiflitas,
transparanst, dan aleuntabilitas pelaksanaan penyaluran
transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA]
Pertambangan Minyai Bumi dan Gas Alam Dalam Ranghka
Otopomi Khusus di Provingl Papua Barat, maka perlu
dilakukan pengaturan alokasi dan pelaporan terhadap
dana bagi hesil sumber daya alam pertambangan minyak
bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus kepada
Kabupaten/Kota sesual amanat Undang-Undang;

bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimalesud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Papua BHaral tenidig Pengalokasian  dan
Pelaporan  Dana Hagi  Hasil sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan (ias Bumi Dalam Rangks
Otonomi  Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Papua Barat;]



Mengingal

Undang-Undang Momor 20 Tahun 18997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 lentang
Pembentuksn Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya DBarat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncalk Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinst Ivian Jeya Larak, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahlkmah
Konstitusi  #epublik  Indonesia  Nomor 018/PUL-
1/2003;

Undang-Undang Momor 2@ Tahun 2001 tentai
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang Nomor | Talan 2008 twentang Perubahan
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi  Khusus Bagi  Provinsi Papua  menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang MNomer 22 Tahun 2001 ientang
Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Nepara Ropublik Indonesia Nomor 4152}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Reuangan  MNegara  {Lembaran Negara Repiiblile
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharann Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4333);

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004  entang
Perimbangan Keuangan Antare Pemerintah Pusat dan
Pemerintahh  Daerah  (Lembaran Negara Republik

2



Menetapkan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubsh beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 547 Y);

Q.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerzh  {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1440,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4578);

10, Peraturan Menter Keuangan Nomaor
241/ PME.OT /2014 tentang pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

dan Dana Desa;

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 4618 I/BO/MEM/2015 tentang Peneiapan
Daprah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi untuk Tahun 2016,

19, Peraturan Menterl Keuangan Nomor 48/PMILO7 /2016
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana

Mg

MEMUTUSKAN :

PERATURAN CUBERNMUR TAPUA BARAT  TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HABSIL
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN
GAS BUMI DALAM RANGRA OTONOMI KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINS! PAPUA BARAT.

BAE |
PENGALOKASIAN

Pasal |

(1) Penerimaan Alokasi Dana Bag Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang
herasal dari pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus
di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (limma puluh hima perseni;

i



2)

(3]

{4)

(5]

Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBEH SDA) vang
berasal dari Pertambangan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di
Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen);

Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Pertambangan Minyak Bumi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
dengan perincian sebagai berilkul

i
b.

Bagian Provinsi sebesar 30% (tiga pulub persen);

Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri darl Kabupaten Sorong,
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat scbesar 45%
{empat puluh lima persen), dan;

Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong,
Kabupaten Manokwari, Kebupaten Fakful, Kabupaten Sarong
Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama,
Kabtupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manolkwari
Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 25% (dua puluh

lima persen).

Penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam [DEH s0A) Gas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibag dengan perincian
sebagai berkut

a.
b,

Ragian Provinsi sebesar 30% {tiga puluh persen);

Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan
Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 45% (empat puluh lima persen),
damn;

Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong,
Kabupaten Manokwari, Rabupaten FPakiak, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama,
Kabupaten Mayoral, Kabupaten Rajo Ampat, Kabupaten Tambrauw,
Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak
sebesar 25% (dua puluh lima persen),

Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sehagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dan avat (4) huruf b, dibagi dengan rinecian

45% (empat puluh lima persen) dibagikan berdasarkan proporsi
perkiraan alokasi daerah penghasil untuk Triwualan [, 1T dan [l sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Rl tentang Perkiraan Alokasi DB SDA
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat
yaitu 15% (lima belas persen) Minyak Bumi dan 20% (tiga puluh
persen) Gas Bumi Tahun berlkenaan, sedangkan untuk Triwulan 1V
dar kurang bayar vang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun
berikutnya berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah Penghasil
setelah dilakukan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat;



b, 55% (lima puluh lima persen) dibagilkan berdasarkan skenario
pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah
20% (dua puluh persen), Jumlah Penduduk 15% (lima belas persen),
indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen) dan Penduduk
Asli Papua 45% [empal pulub lima persen).

{6] Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dan
ayat (4) huraf ¢, dibagikan dengan rinelan ;

a. 70% (tujuh puluh persen) dibagilcan dengan porsi yang sama besar;

b.  30% (tiga puluh persen) dibagikan dengan sicenario pembobotan yang
dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh
persen), Jumlab Pendudule  15%  {ima  Lelas  persen), Indeks
Kemahalan Kenstruksi 20% (dua pulub persen) dan Penduduk Asli
Hapua 45% (empat puluh lima persen)

Pasal 2

Untuk Daerah Otonom Baru (DO} atau kabupaten Pemekaran apabila belum

memiliki data sebagai dasar pengalokasiannya diatur sebagai berikul

(1) Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat {5), besaran
alokasi ke Daerah Otonomi Baru [DOB) atau Kabupaten pernekaran
Mistnr oleh Kabupaten Induk melalui peraturan Kepala Daerah;

(2] Daecrah pemerataan scbagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (6), maka
dasar pembagiannya adalah Jumlah Nilai Besaran Kabupaten Induk,
dibagi sama rata besarannya antara Kabupaten Induk dan Kabupaten
Pemekarannya.

BAB Il
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pagal 3

(1] Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi
Khusus di Provinsi Papua Baral Kepada Kabupalen /Kota dilaksanakan
sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat;

(2) Penyaluran Dana Bag Hasil Sumber Daya Bumi [DBH SDAj
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi
Khusus di Provinsi Papua Barnt Kepads Kubiipaten/Kota  dilaloalean
setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan penggunaan
Dana Bagl Hasil Sumber Daya Alam {(NRH SNA) Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus kepada Gubernur
Papmia Baral:

(3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  (DBH  SDa)
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi

L



{4

(5]

Khusus di Provinsi Papua Barat akan disalurkan dan direalisasikan ke
masing — masing dacrah  Kabupaten/Kota pada  ahun Anggaran
berkenaan scbagaimana ditetapkan lebih  lanjut dengan  Keputusan
Gubernur Papua Baral

RBadan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah (BPKAD) Provinsi Papua
Barat selaku Bendabara Urmim Daerah Provinst menyalurkan Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA] Pertambangan Minyak Bumi dan
Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada masing-masing
Kabupaten,/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas
Pendapatan Daerah/Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Baral untulk sctiap Kabupaten/Kota;

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi daiam rangka CrivnoT
Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada
Kabupaten /Kota  dilaksanakan dengan  cara pemindahbukuan  dari
rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua
Narat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian  Kabupaten/Kota
diarahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

(1)

1<)

BAB I
PELAPORAN

Pasal 5

Sctelah tahun anggaran berakhir Bupati/Walikota membuat laporan
tahunan pengounaan Dane Bagl Hasil Sumber Dayva Alam (DBH SDA)
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi
Khusus secara transparan, akuntabel dan tepat walktu;

Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDAj
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi
Khusus scbagaimana dimaksued pada ayat (1) dissmpaikan  kepada
Gubernur Papua Barat c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Kepala
Badan Pendapatan Daersh Provinsi Papua Barat dan diterima paling
lambat pada minggu ketipa bulan Februari dalam bentuk Soft Copy dan
Hard Copy,



(3]

(4]

15)

i1

(2]

Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Pertambangan  Minyak Rumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, memuat:

a, besaran dana; dan

b. program kegiatan yaog Jdidanat,

Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Pertambangan Minyak Bumi dan CGas Bumi dalam rangka Ofonomi
Khusus sebapaimana dimaksud pada ayat (2) di buat sesual dengan
format sehagaimana tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;

Maerah Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan Laporan penggunaan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Periambangan Minyak
Humi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan batas
waktu yang (elah ditentuian sebagaimana yang dimaksud pada avat {2),
tidak akan diberikan rekomendasi penyaluran dan penyalurannya
ditunda sampai dengan diterimanya Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Alam dalam rangka Otonomi Khusus.

Pasal &

Gibernur membentule Tim Teknis yang beranpgotakan Instansi terkait
dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana
Bagi Hasil Sumber Dayva Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran berkenaan
yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Papua Barat;

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimakcsad
pada ayat (1} disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.



Pasal 7
Peraturan Gubernur ing mulal berleku pada Gopea? diondangkan hingea
terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Alokast Dana
Hagi Hasil Sumber Daya Alam (DRH SDA) Pertambangan Minyalk Bumi dan
Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada

Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Ditetaplan di Manokwar)
pada tanggal 28 September 2016
GUBERNUR PAPLUA BARAT,
CAP/TTD
ADRALIAM O, ATURUERI

Diundangkan di Manolkwari
pada tanggal 28 September 20106

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAPSTTI
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRG HUKUM,

WAFTK WHEYANTO, SH
Pernbina Utama Muda
NIP. 19570830 196203 1 005



MOENLY O NVHYHEY

all/dvD

LYEVE VAV ENNAIEND

| -
‘WOHNH 0918 VTV4aH
g o 1 ., r.-... 1

E
- L

"BALLIEDSGRS LEUAP TENgIp W URADdE] URNIINag

o ung e ndod: ..ﬁa& Eﬁxﬂxsﬂ N |reday uep wansumee uedeyFuapay yoin noepeg Sued
eI CeBsp Mnses weduarp ) redey oraEp dwrwsary Smed wine Feged Bpecie vRrting ored teed| T AT TG

.____. ......... Y _uﬁ.
g ey
_“ﬂ LR ey nn.vu -
| S dy
£ ~dg

— _ 1 (¢ ey _
! u = ._.ﬂu
_ oy dy & dy ity [
14 UITET] e g BUTpE aq
T - - T et
dy | s | ty i & | 0 |
1 | [ i
o . wunbirg sy Wi ot Gureey | o |
| d - S dy &y _ 4 .|
| _ T
210 UP{FS WP Urpggeny aesnsl g 2|
_ i
¥ T ;
. Gl iy du £ | ariippling WeAcld BuEpl | %
L e e O - T L L N i R I O 1 R £ UEIILMLLL ) ] sl r §
.—M»ﬂ_._u—:_“_ LBEEED Ry Sy dyuiley whe qw_w:..m._n CITAS IRl (4 Moo temiaguin] 19y _ bt _ i oN |

2 inFaeg Edeges URscy usluap Ul IONE saD Wep 11Ing
Hedumy weEry Bl ssnuag psey ileg eeRg useqEnl vreoniioag memsie] e agsy sEIN SEE

yomea qeael S-nMRreron BUES Baoge weErednam [z

gy~ Y Lo/ NIIVINg Yy
[E1 = v TOONY HOHYL LYSYE VDS [SKINTHL
SSNEY INOXN DD VR YE WY Tvg
BYOIN WIS HEO NVAVENYL NVYNODDNTd NYA OV

YE SR (Ed3 (NTSEm HEas ey o oeSieqmad rereeay

R

Al TENALLL
I ¥ PR nL
T DRl

fuRnal

el WD S R T IELI0RT

e mONITEy, fuedng LN YEMESD |p UESwel RpeOnag Soey

o[y aaguosidag g ((eERuwel
OUAF UTgE.  HE - meon
rereg wnded Iuisgng oarriar 1 wnspdneg



Lanpiran 11 eraturan Gubermnur Papua Baral
Nomor : 28 Tahun 2016
Tanggal : 28 September 2016

Heterangan :
| RO UTRAIAN l
la, | Diisi sesuai dengan Tahun anggaran yang dilaporkan
1b. | Diisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3 [Hini peaiar denpan noms Bupatl/ Walllcia dasrah vang horsanglulpn
% Disi sesuai denpgan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dar rekening kas
umum nogara pada triwalan ]
" Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum dacrah dari rekening kas
* | umusn negaca pada triwalan 1
. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum dacrah dari rekening lkas
" | nmum negara pacda liwulan 11
= Diiai sesuni dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas
' umum nogara pada triwulan 1Y
. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterim rekening kas umum dacrah dan
' relgening kas umum negara sampai dengan Liwalsn akhir laporan
8. Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersanglhutan
g, Kolom diigi sesuai dengan rincian lokasi kegintan dilaksanalkan
in Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembeayiian e pihak ketiga dart rekesing leas umum
| daerah melalui SP2D dacrah pada triwualan |
11 Kolom diiai sesuai dengan jumiah realisasi pembayaran ke pibak loliga diri rekening kas umum
* | daerah melalui SP2D daerah pada triwulan 1l
12 Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisas: pemlnyarat L pitiak ketiga dari rekening kas daium
* | daerah melatui SP2D dacrah pada triwulan 111
13 Kolom diisi sesuai dengan jumiah loamulatif realisasi pembayaran ke piliak ketiga dard rekening
* | kas umum dasrah melalui SP2D pada tahun anggaran bersangkutan
1734, | Kolom diisi dengan jumlah sisa anggaran untuk sctinp kegintan
155, | Kolom diis densan volume eapaian keluaran (outpd) actiap bidang/ program.
13c. | Kolom diist dengan persentase capaian keluaran (oulpud) sctinp hidang/ program.,
14, | Baris diisi scsuai _|um.15|11 I-rea:huuhuu dan masmg-masing kolom,
15. | Diisi dcngun tempal dan tanggal p:nnndnlanga.nan Eapuran
1. Dnﬂl sesuai dengan bupati/Walilcots dacrah yang brrmnglmtun
1T M5 Harmeril rJ'engan nama kepaln daerah berasnglotan,

= ——
=

mf -miqi -l“lﬁln tllhrjrl, : o r

CAP/TTD

| WAFIK WURVANTO,SH ABRAHAM O, ATURURI
P_Hn- Ht-nh Muda
I'IF IW 198203 1 005



